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PEMERilfA}I KOTA MEDAN
SEI{REIARIAT D&RAH KOTA

Kantor : Jaran Kapen *tlffiills:il1f *"q* * brpot : 45t24t2

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDANNoMoR io rAHUN 2016 TENTANG zrrvuseila JASA KoNsTRUKsI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

$bnimbang : bahwa dengan d"iuadangkannya peraturan Daerah
Kota Medan Nomor lO Tahun 2Ot6 tentang fri" Uofr"Jasa Kolstruksi (kmbaran Daerah tioa M;anTahun 2O16 Nomor 10) perlu membentuk peraturan
Wali Kota tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kota
Medan Nomor l0 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi;

Mengingat :1. Pasal -l-8-a{at (6,} Undang_Uqdang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahtin I94S;

2. Undang-Uldang Nornor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Fropinsi Sumatera
Utara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92);

3. Undalg-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
{"1* Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun l9g9 Nomor 54, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g33);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
felayarran Publik (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, ?ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503g);
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5. Undang-UndanS Noyol 23- Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah 
_ 
(kmb.r;-ii"g; RepubtikIndonesia Tahun 2014 rvomor- ioili.*o"rr."Le.mbaran Negara Repu.lliJ< tnao"esia' irforrio. asazlsebagaimana telah diubah a""glrr'"fJ"",,r..,Pemerintah pengganti unaang_Uie;u t"o*o, ,Tahun 2014 tentan-g egrubatan -et"-* 'tj.ra.rrg_

Undang Nornor !. t t""-- 2o;4" L*,Pemerintahan Daerl!-(l,e1U*"" lf"g".. nepuUikIndonesia Tahun 2014 Nomor- i+8,'i"r"U.fr""
Lembaran Nega.ra Republik fnaoneJa-rrio*ilssso; 

;

6. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun lg73
lgrt rrg Perluasan Daerah Kotamadya Medan(l,embaran Negara Republik r"aon"uia ii.iun 1973Nomor 28, Tambahari. temUaran 

-llega.;* 
iepuoril.Indonesia Nomor 3OO5);

7. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun l99Itentang Pembentukan Kecamatan Berastaei DanMardinding Di Wilayah Xabupaten 
--Baerarr

Ii"Sk"t II Karo, Kecamatan pematang ganaar, HutaBayu Raja Dan Ujung padangl Oi Wit"y.tKabupaten Daerah ?ingkat Ii Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupa.ten
9o. ""h Tingkat II Dairi Dan, Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Heivetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Meda! Selayang Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayali fJiamaaya
Daerah Tingl€t II Medan Oalam Wilayah propinsi
Daerah _ Tingkat I Sumatera Utara- (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun lgg2
tentang Pembentukan l8 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
|_gl"t"l, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tingah,
Nias, lang]<at dan Wilayah fotamadya Daerah
Tingkat.U Medan dalam Wilayah propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
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9. Peraturan pemerintah Nomor 2g Tahun 2OO0
!9rt rte Usaha Dan peran fuf".y.-"i..i Jasa
fo.nstrulsj (tembaran Negara n"p"6Uf.-ila""..rTahun 2000 Nomor OSI Tambli."' l_iu"r."Negara. Republik Indonesia N"-or--"SSSSt,
sebagaimana telah beberapa t*t ai"t"i, terakhirdengan peraturan pemerintah -il;;; 

92Tahun 2OlO tentang perubahan XJ"f at""Peraturan peaerintah- Nomor is irh; aooo?entang Usaha Dan peran fvfa.y.rrioi Jasaxo-nstrylsi {tembaran Negara nepuifif.-Ifaonesia
Tahun 2010 Nomor lS7);

lO.Peraturan pemerintah Nomor 29 ?ahun 2OO0
F"tT1S P,enyelenggaraan Jasa Konstruksi
{t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 8956) sebagaimana GUfr- AluUaf,dengan peraturan pemeintah N;;; 59
lahun 2010 tentang perubahan Atas piraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOO tentang
l_enfelel8garaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara.Republik Indonesia
Tahun 2OO0 Nomor 65, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO4
tentang Badan Nasional Sertilikasi profesi
(Iembaran Negara Republik lndonesia ?ahun 2004
Nomor TS,Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4408);

l3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentaag
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimani
telah beberapa kali diubah teralirhir dengan
Peraturen Fresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas peratural presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang penga.daan Barang/
{"o Pemerintah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lS Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

14. Keputusaa Menteri Pemukiman Dan prasarana
Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2OO1 tentang
Pedoman Pemberian l.zin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional;
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15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/
PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Naeional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 195);

l6.Peraturan Iembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2O11 tentang
Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa
Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga.
Kelja Ahli Konstruksi, eebagaimana telah beberapa
kali diubah terat<hir dengan Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Konatruksi Nasional Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Lembaga Perrgembangan Jasa
Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa
Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga
Kerja Ahli Konstruksi;

17. Peraturan Meateri Peke4'aan Umum Nomor 05/
PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing {Berita Negara Republik Indoaesia
Tahun 2011 Nomor 196);

18. Peraturaa Menteri Pekerjaan,Umum Nomor O8/
PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi
Dan Subkualilikasi Usaha Jasa Konstruksi {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 395);

l9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/
PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi
Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga
Terampil Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1179);

2o.Peraturan lembaga Pengembangnn Jasa
Konstrtiksi Nasional Nomor 1O Tahun 2013 tentang
Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2O16 tintang Izin Usaha Jasa Konstruksi
{Irmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 10):



Pasal 1

Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Medan Nomor lo rahun 2016Tentang Iain Usaha Jasa Konstruf<U, aiserafrf<an k"p;; BJ;Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan,

Pasal 2

Hal-hal 
-y-ang 

menyangkut teknis pelaksanaan peraturan Daerah KotaMedan Nomor lO Tahun_-20-16_Tintang Izin Usaha J";-K.;t u;;diatur dengan Peraturan WaIi Kota.

Pasa] 3

Peraturan WaIi Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fsar setiaq grang mengetahuinya, memerintahtan pengundangan
Peraturan wali Kota ini dengan penempatanaya oata:n-geita paeiarr
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggaf 27 Oktober 2016

WALI KOTA MEDAN,

DZULMT ELDIN S

ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

/rtr/
SYAIFLTrBTHRI

BEzuTA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 39.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :pERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATI.'RAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR ibTAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA JESAKONSTRUKSI.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Oktober 2016


